
 
BUPATI YAHUKIMO 
PROVINSI PAPUA 

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO 
NOMOR:     TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 
PENETAPAN  BENDAHARA PENGELUARAN  PEMBANTU PADA BAGIAN 

KESRA TAHUN ANGGARAN 2021 
 

BUPATI YAHUKIMO, 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam Pengelolaan 

Keuangan Daerah, khususnya dalam proses perencanaan dan 
pelaksanaan kegiatan serta untuk kelancaran tugas dan 
pelayanan rutin dalam pengelolaan keuangan pada Bagian 
Kesera perlu menetapkan Bandahara Pengeluaran Pembantu; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a  diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati; 

 
Mengingat :    1.  Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-

kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran 

Negara Tahun 1969 Nomor 47); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

3. Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2001 tentang Otonomi  
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 
2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-
Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 
2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4684 ); 

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, 
Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, 
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, 
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten 
Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, 
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten 
Teluk Wondama,  di Provinsi   Papua    (Lembaran   Negara    
Tahun    2002 Nomor 129); 

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 5); 
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6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran 
Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 
Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nommor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan 
Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 547); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( 
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 ); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran 
Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4  Tahun 2016 ); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 8 Tahun 
2017 Tentang Barang Milik Daerah ( Lembaran Daerah 
Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 8); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 ( 
Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021` 
Nomor 1); 
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15. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021 ( Berita 
Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021  Nomor 2). 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  
KESATU  :  Menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian 

Kesra Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut dibawah 
ini : 

Nama  : ELI HOLANUE, S.TH 
  Nip  :19710404 200605 1 001 
  Pangkat : Penata Tk.I  (III/d) 
   
KEDUA  : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud   

Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai: 
a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP 

TU dan SPP LS; 
b. Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari bendahara 

pengeluaran; 
c. Menerima dan menyimpan TU dari BUD 
d. Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU 

yang dikelolanya; 
e. Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
f.  Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 
g. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
h. Membuat laporan pertangungjawaban secara administratif 

kepada KPA dan laporan pertangungjawaban secara 
funsional kepada bendahara pengeluaran secara periodik. 
 

KEEMPAT  : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021. 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
 
 

Ditetapkan di Sumohai 
pada tanggal:  
  
BUPATI YAHUKIMO, 
          
          
 
 
 DIDIMUS YAHULI 
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